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BUPATI KOT'ABAR.U

Menimbang

Mengingat

KEPTIT'TISAN BTIPATI KO'[ABARU

NOMOR 188.4s / t7 / KUM TAHUN 2007

ENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SMA NN,GF,RT 1 P[I[,AT] LAIIT TENGNH
KABT]PATEI\ KOTABARTI

BTIPATI KOTABARTI,

. a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal I 4 ayat ( I ) huruf f Undang Undang Nomdr
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pendidikan di
daerah merupakan urusan waiib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten;

b bahwa sebagai pr:laksanaan ketentuan pasal 2 ayat 4 (2) huruf, b Peraturan
Pemerintah Nomor 2-5 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah
Otonom, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
053N12001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal
Penyelenggaraan l'ersekolahan Bi dang Pendidrkan Dasar dan Menen gah,

c. bahwa fasilitas pendidikan di Kabupaten Kotabaru berupa pendirian SMA Negeri
belum merata dan memadai , sehingga perlu didirikan/dibuka SMA Negeri di
beberapa kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kotabaru agar dapat dinikmati
oleh masyarakat.

d. bahwa berdasarkair peftimbangan sebagaimana dimaksud konsideren huruf a, b
dan c tersebut diatas perlu ditetapkan Keputusan Bupati Kotabaru tentang
Penetapan Pendirian SMA Negen I Pulau Laut'fengah Kabupaten Kotabaru.

: 1 lJndang-undang Itepublik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-undang L)arurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara )Lepublik Indonesia Nomor 1820).

2. LJndang-undang Republik lndonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim
Pendidikan Nasronal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nonror 78 Tahun
2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2OO4 tentang Pembentukan
Peraturan Perundattg-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 53
Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a289);

4 Lrndang-:.i;-rda;ig P.cpubirk L:dcnesia F.icinor 32 Tahun 2A04lrelnizng Femerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 108, l'ambahan Lembaran Negara Nomor 4548):

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 rentans
Perimbangan Keuangan antara Pemenntah Pusat dan Pemenntahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndoensia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan
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Peraturan Perner:ntah
Peran Serta \Ias', irrakai
Indonesta l'ah.Ln ,rv'
Indonesia Nomor :*ii-5 i.

R.epuri;k Indonesia \on:or -i9 Tahun i99l :.ntang
Daianr P:ndrdlkan \asronal iLembaran \ezara Repui,.lrk

\omor 69. I ambahan Lcmbaran \e qara Republrk

11

12

Peraturan Pemcn ntah Rcpublrk Indonesra Nomor l) J-ahun 100() tentang
Kewenangan Pcnrcrrntah dan Kervenangan Proprnsr sebagar Daerah Otonorn
(Lembaran Negara l{epublik Indonesia Tahun 2000 Nomor -i4 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 ):

Keputusarr Menteri Koordinator Kese-jahteraan Rakl'at Nomor l8'KEP'Menko
KesraiX/l 99-l tentiing Koordinasi Wa.jib Bcla.iar,

Peraturan Daeralr Kabupaten Kotabaru Nomor 18 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Kabupaten Kotabaru sebagai Daerah Otonom.

10 Peraturai-, I).iciair Kabultaten Kotabaru Nomor 09 'fahun 2004 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Ker.1a Dinas-dinas Daerah Kabupaten
Kotabaru.

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 01 Tahun 2007 entang Anggaran
Pendapatan dan l3r:lan1a I)aerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007

Peraturan Daeral-r Kahupaten Kotabaru Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penjabaran
Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007;

Keputusan Bupati Kotabaru tentang Penetapan Pendrrian SMA Negeri 1 Pulau
I-aut Tengah Kecarnatan Pulau Laut -fengah Kabupaten Kotabam

Penetapan Pendiriirn SMA Negeri I Pulau Laut Tengah ini merupakan salah satu

upaya Peningkalan Akses dan Perluasan Kesempatan Belajar serta

mempersiapkan peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi.

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru
Cq. Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaterl
Kotabaru Tahun Anggaran 2007

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 02 Mer 2007

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan:
1" Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarrnasin
2. Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru di Kotabaru
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banlarmasin
5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kotabaru di Kotabaru
6. Camat Pulau Laut Tengah di Sungai Pinang
7. Kepala SPKG Wilayah Kecamatan Pulau Laul Tengah dr Kotabaru

tG Kepala Sekolah SMAN 1 Pulau l.aut Tengah di Sungai Pinang
9. Arsip

KOTABARU.


